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ABSTRACT

Divorce is a socio-legal phenomenon that is becoming increasingly complex in
contemporary Muslim families, especially in urban areas such as Yogyakarta. The
increase in divorce cases in the Yogyakarta Religious Court shows that domestic
conflicts are no longer solely triggered by economic factors, infidelity, or violence, but
also by protracted communication problems. Although poor communication is not
explicitly mentioned as a reason for divorce in legislation, in practice the parties often
cite communication problems as the reason or cause for filing for divorce. This study
attempts to examine the legal stance of judges in resolving divorce petitions based on
communication issues. Clearly, this study also looks at the legal basis and
considerations of judges in responding to petitions and examines the legal stance in
assessing, interpreting, and constructing the dynamics of domestic communication as
a legal basis for divorce.

This research is field research with an empirical legal approach and is qualitative
in nature. Data was obtained through in-depth interviews with judges at the Yogyakarta
Religious Court, studies or analyses of divorce rulings filed on the grounds of
communication problems. Data analysis was conducted descriptively and analytically
using interpersonal communication theory to identify patterns and failures of
communication within households, as well as legal discovery theory to explain the
process of interpretation, construction, and concretisation of norms carried out by
judges in deciding divorce cases.

This study shows that communication problems can act as a trigger for couples
to file for divorce in the Religious Court. Judges of the Yogyakarta Religious Court
regard communication problems as a substantive factor that triggers ongoing disputes
and quarrels. The judges do not position poor communication as an independent legal
ground; rather, they qualify it as a series of recurring conflicts that signal the breakdown
of the husband-wife relationship and the loss of any possibility of reconciliation.
Second, this study finds that judges’ legal stance in granting divorce petitions based on
communication problems is generally grounded in Article 116 of the Compilation of
Islamic Law (KHI), the Qur’an, and principles of Figh that emphasize the existence of
continuous disputes. This legal stance is considered relevant and aligned with the
interpretation that the collapse of communication elements indicates a structural and
ongoing dysfunction in the marital relationship. Through the process of legal reasoning
and discovery, judges construct communication failure as an indicator of a broken
marriage, thereby viewing divorce as a legally just solution.

Keywords: Communication; divorce; ongoing disputes and quarrels; judges’
interpretation.



ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang semakin kompleks
dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, khususnya di wilayah perkotaan
seperti Yogyakarta. Meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama
Yogyakarta menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak lagi semata-mata
dipicu oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, atau kekerasan, melainkan juga oleh
problem komunikasi yang berlangsung secara berlarut. Meskipun komunikasi
buruk tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam peraturan
perundang-undangan, dalam praktik para pihak sering menjadikan problem
komunikasi sebagai alasan atau sebab pengajuan perceraian. Penelitian ini
memcoba mengkaji sikap hukum hakim dalam penyelesaikan permohonan
perceraian dengan alasan komunikasi tersebut. Secara jelas, penelitian ini juga
melihat dasar dan pertimbangan hukum para hakim dalam merespon permohonan
dan melihat sikap hukum dalam dalam menilai, menafsirkan, dan mengonstruksi
dinamika komunikasi rumah tangga sebagai dasar hukum perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis empiris dan bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, studi atau
analisa terhadap putusan-putusan perceraian yang diajukan dengan alasan problem
komunikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan
menggunakan teori komunikasi interpersonal untuk membaca pola dan kegagalan
komunikasi dalam rumah tangga, serta teori penemuan hukum untuk menjelaskan
proses interpretasi, konstruksi, dan konkretisasi norma yang dilakukan hakim dalam
memutus perkara perceraian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, problem komunikasi dapat menjadi
pemicu bagi para pasangan untuk mengajukan perceraian di pengadilan Agama.
Para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai problem komunikasi sebagai
faktor substantif yang memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim
tidak memposisikan komunikasi buruk sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri,
melainkan mengkualifikasikannya sebagai rangkaian konflik berulang yang
menandakan rusaknya relasi suami-istri dan hilangnya kemungkinan untuk rukun
kembali. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa sikap hukum hakim dalam
mengabulkan permohonan perkara perceraian dengan alasan problem komunikasi
pada umumnya disandarkan pada pasal 116 KHI, Qur’an dan pada kaidah Fikih
yang menekankan pada adanya perselisihan terus menerus. Sikap hukum para
hakim tersebut dianggap relevan dan selaras dengan penafsiran bahwa runtuhnya
unsur-unsur komunikasi tersebut menandakan disfungsi hubungan suami-istri yang
bersifat struktural dan berkelanjutan. Melalui proses penemuan hukum, hakim
mengonstruksi kegagalan komunikasi sebagai indikator broken marriage, sehingga
perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: Komunikasi; perceraian; perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus; penafsiran hakim.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial hukum yang mencerminkan dinamika
keluarga muslim modern yang semakin kompleks. Di Pengadilan Agama
Yogyakarta, angka perkara cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kecenderungan
peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, sejalan dengan pola nasional. Padahal
secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal. Peningkatan angka perceraian ini
memperlihatkan bahwa tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai, terutama dalam
masyarakat urban yang menghadapi tekanan psikologis, ekonomi, dan budaya yang
lebih tinggi.! Fenomena tersebut menjadi semakin menarik karena banyak putusan
menunjukkan bahwa perceraian tidak semata-mata akibat faktor tradisional seperti
ekonomi atau perselingkuhan, tetapi justru berakar pada problem komunikasi yang
memengaruhi stabilitas hubungan suami-istri.?

Komunikasi dalam hubungan perkawinan memiliki fungsi fundamental
dalam menjaga ritme emosional, kepercayaan, dan stabilitas psikologis pasangan.
Dalam teori komunikasi keluarga, hubungan yang sehat ditandai oleh

keterbukaan(openness), kemampuan memahami perspektif pasangan (empathy),

! Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), him 2.

2 Munarki, Membangun Rumah Tangga dalam Islam, (Pekan Baru: Berlian Putih, 2006),
him 3.



serta  kesediaan untuk menyelesaikan konflik secara dialogis. Ketika pola
komunikasi mengalami hambatan baik berupa komunikasi satu arah, diam sebagai
bentuk protes, komunikasi agresif, maupun distorsi pesan maka potensi konflik
meningkat secara signifikan. Di banyak perkara Pengadilan Agama Yogyakarta,
persoalan kecil seperti perbedaan pendapat, pengelolaan ekonomi rumah tangga,
atau pengasuhan anak membesar karena kegagalan komunikasi, sehingga pasangan
masuk dalam pola konflik berulang yang sulit dihentikan.®

Secara yuridis, problem komunikasi memang tidak disebut sebagai alasan
hukum yang berdiri sendiri untuk bercerai. Namun, dalam praktiknya, kegagalan
komunikasi hampir selalu dilebur dalam alasan “perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus” sebagaimana ditegaskan Pasal 116 huruf (f) KHI.* Di sinilah
terdapat celah analitis, yaitu adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat
tekstual dan realitas konflik rumah tangga yang bersifat psikologis dan
interpersonal. Hakim harus menafsirkan bukti-bukti verbal, narasi pengalaman,
serta dinamika emosional pasangan untuk memutus apakah konflik tersebut benar-
benar memenuhi unsur "terus-menerus" dan "tidak ada harapan rukun kembali".®

Penafsiran inilah yang membuat peran hakim menjadi sangat sentral dalam

mengonstruksi konflik komunikasi ke dalam kategori hukum.

% Rani Farida, Wahyudi & Raya Rambu, “Urgensi Komunikasi Interpersonal dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi tentang Peran Komunikasi Suami Istri dalam Penyelesaian
Konflik Rumah Tangga”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera 23, no. 2 (2012), him.123-124.

4 Siti Khadijah, Hariman, Renata & Sufiarina, “Interpretasi Hakim dalam Memutus
Perkara Perceraian berdasarkan Alasan ‘Pertengkaran Secara Terus Menerus dan Tidak Ada
Harapan untuk Hidup Rukun Lagi’”, Indonesia of Journal Business Law 4, no. 1 (2025), him. 6.

> Elsa Cholidatul Nikmah, Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan dan
Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam) (tesis,
Universitas Brawijaya, 2018), him. 23-25



Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial tidak hanya menilai legalitas
suatu perkawinan, tetapi juga menilai kelayakan relasi keluarga secara sosial dan
psikologis. Sejalan dengan doktrin broken marriage dalam SEMA No. 4/2014,
SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 3/2023, perceraian dapat dikabulkan jika rumah
tangga terbukti tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan, meskipun
bentuk perselisihannya tidak selalu bersifat fisik atau terbuka. Dalam konteks ini,
hakim dituntut untuk dapat membaca kondisi relasional pasangan melalui bahasa
tubuh, narasi pengalaman, intensitas emosional, dan indikasi kehancuran
komunikasi. Dengan demikian, dinamika komunikasi bukan sekadar faktor
tambahan, melainkan menjadi indikator utama bagi hakim dalam menentukan
keberlangsungan perkawinan.®

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK,’
sebagai salah satu contoh perceraian yang terjadi akibat pola komunikasi yang
kurang baik. Dalam perkara ini, 1stri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama
Yogyakarta, dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus, sehingga menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis dan penggugat
merasa menanggung beban lebih berat terhadap kehidupan keluarganya daripada
tergugat, mulai dari penyelesaian masalah rumah tangga hingga pemenuhan

kebutuhan keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Robert® bahwa permasalahan

6 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan, yang menegaskan bahwa konsep broken marriage menjadi indikator utama dalam
perkara perceraian.

7 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK.

8 Amato, P. R. dan Previti D, “People’s Reason for Divorcing Gender, Social Class The
Life Course, and Adjusment.” Journal of Family Issues, Vol. 24:5, (July 2003) him. 603.



komunikasi secara konsisten dapat menjadi indikator ketidakbahagiaan dalam
perkawinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak
lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kuncinya dengan berupaya
melakukan komunikasi efektif antara suami dan istri.

Hakim kerap menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian karena problem
komunikasi tidak selalu meninggalkan bukti materiel yang konkret. Banyak
pasangan datang dengan cerita yang kontradiktif, minim saksi, atau sekadar saling
menyalahkan. Hakim harus melakukan interpretasi secara hati-hati melalui
pemeriksaan verbal, sikap para pihak, konsistensi pernyataan, serta pola historis
konflik.® Oleh sebab itu, kemampuan hakim membaca konteks sosial dan psikologis
menjadi kunci. Penilaian hakim pada persoalan komunikasi ini sering kali menjadi
dasar untuk menilai fault (kesalahan) maupun no-fault divorce, serta menentukan
distribusi kewajiban pasca perceraian seperti hadhanah, nafkah, dan hak-hak
ekonomi lainnya.

Secara konseptual, teori komunikasi interpersonal Joseph DeVito
memberikan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana relasi dapat mengalami
stagnasi, diferensiasi, hingga putus.’® Ketika unsur equality, empathy, dan
supportiveness mengalami penurunan, hubungan memasuki fase disfungsi. Dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, pola ini tampak jelas pada

® Azizi, Wawan Nur. “Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan
Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo.” Jurnal Verstek Vol. 1, No. 3,
(2013), him. 1-11.

10 Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, Komunikasi Antarpribadi Dalam
Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera
Tengah. Acta Diurna Komunikasi, Vol. 6. No. 2, 2017, him. 10,



pasangan yang terjebak dalam siklus konflik tanpa kemampuan memperbaiki
komunikasi. Teori DeVito dapat membantu menjelaskan fenomena ini secara
akademis, sekaligus memperkuat analisis bahwa perceraian tidak terjadi secara
instan, melainkan melalui proses akumulatif akibat hilangnya kualitas komunikasi
interpersonal dalam rumah tangga.

Pendekatan teori penemuan hukum digunakan untuk memahami bagaimana
hakim mengkonstruksi masalah komunikasi dalam rumah tangga sebagai dasar
hukum perceraian.!! Dalam praktik peradilan agama, konflik komunikasi tidak
selalu muncul dalam bentuk pertengkaran terbuka, melainkan dalam hubungan
yang tidak seimbang, minim dialog, atau dominasi salah satu pihak. Melalui proses
penafsiran dan konstruksi hukum, hakim menghubungkan fakta-fakta komunikasi
tersebut dengan unsur “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana
diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, teori penemuan hukum
menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam menjembatani norma hukum
dengan realitas psikologis dan relasional pasangan suami-istri.

Terlepas dari pentingnya aspek komunikasi dalam perkara perceraian,
kenyataannya belum banyak penelitian akademik yang secara sistematis mengkaji
relasi antara dinamika komunikasi dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama
Yogyakarta. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada alasan ekonomi,
kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Masalah komunikasi jarang

dibahas secara mendalam, padahal dari aspek empiris merupakan salah satu faktor

11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2009), him. 37.



dominan. Kekosongan penelitian ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang
mampu mengintegrasikan pendekatan komunikasi, hukum keluarga Islam, dan
analisis putusan hakim secara holistik.?

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai problem
komunikasi dan dampaknya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta
memiliki urgensi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat
memperkaya literatur mengenai hubungan antara teori komunikasi interpersonal
dan konstruksi hukum perceraian. Secara praktis, kajian ini dapat memberikan
rekomendasi bagi hakim dalam menilai kompleksitas konflik rumah tangga secara
lebih komprehensif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum
keluarga Islam sekaligus memperkuat pendekatan yudisial dalam menangani

perkara perceraian yang berakar pada kegagalan komunikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana problem komunikasi berpengaruh terhadap hubungan
perkawinan dan terhadap sikap pengajuan perceraian oleh para pasangan di
Pengadilan Agama Yogyakarta?

2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai, menafsirkan, dan

mengonstruksi problem komunikasi sebagai alasan perceraian yang sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan?

12 1zzati, Nida Rafiga, dkk., “Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan
Psikologis,”, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 8: 1, (2024), him. 62-81.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis sejauh mana problem komunikasi berpengaruh
terhadap hubungan perkawinan serta sikap pengajuan perceraian oleh
para pasangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan alasan mengapa kegagalan
komunikasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi pertimbangan
hakim dalam putusan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan bermanfaat dan memberikan

sumbangan pemikiran untuk:

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap
pengembangan hukum keluarga Islam melalui integrasi teori komunikasi
interpersonal dan analisis putusan hakim. Penelitian ini juga memperkaya
literatur mengenai hubungan antara dinamika komunikasi, konflik rumah
tangga, dan konstruksi hukum perceraian, serta menjadi rujukan bagi
penelitian lanjutan yang menelaah aspek psikologis dan sosial dalam
proses hukum.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi hakim

Pengadilan Agama dalam menilai persoalan komunikasi sebagai faktor



penting dalam perceraian. Temuan penelitian juga dapat menjadi rujukan
bagi konselor, mediator, dan lembaga bimbingan perkawinan dalam
merancang strategi pencegahan konflik rumah tangga, serta memberikan
wawasan bagi pasangan dan masyarakat tentang pentingnya kualitas

komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai kajian penelitian terdahulu yang memiliki kesaamaan
subjek sehingga berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa yang dapat dikaji berupa
artikel jurnal ilmiah, disertasi, tesis, buku atau karya hasil penelitian. Berikut
penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang relevan.

Dari perspektif psikologi keluarga, sejumlah penelitian menyoroti peran
komunikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keharmonisan maupun
keretakan hubungan suami-istri. Penelitian yang ditulis oleh Eka Jannatuna’im dan
Fikrie, misalnya, mengkaji hubungan antara perilaku phubbing, yakni
kecenderungan mengabaikan pasangan karena lebih fokus pada smartphone. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa phubbing dan kepuasan perkawinan tidak
berhubungan secara signifikan, karena phubbing dianggap sebagai perilaku yang
biasa terjadi sehingga tindakan tersebut mulai diterima oleh masyarakat.'®
Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Edison dan Yanto Paulus Hermanto yang

membahas bagaimana komunikasi efektif yang baik untuk membangun hubungan

perkawinan antara suami dan istri secara rohani. Hasil penelitian yang didapatkan

13 Eka Jannatuna’im dan Fikrie , “Prilaku Phubbing dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan
Suami Istri,” Jurnal Psikologi Perseptual, Vol. 7:1 (Juli 2022), him. 24.



adalah suami dan istri harus bisa memahami bagaimana kendala komunikasi dan
bagaimana cara menghadapinya sehingga dapat meningkatkan kerohanian dari
masing-masing.'*

Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Athar memperluas pembahasan ini
dengan melihat konsep komunikasi dalam pernikahan menurut al-Qur’an dengan
mengingat angka perceraian yang meningkat dapat dibuktikan bahwa hal tersebut
karena komunikasi yang tidak efektif. Hasil penelitian mendapatkan empat konsep
komunikasi dari DeVito yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di
antaranya: keterikatan emosional yang dijelaskan dalam QS. Al-Rim: 21,
kenyamanan yang tercermin dalam QS. Al-Bagarah (2): 187, perhatian terhadap
anak-anak dalam QS. Al-Furqan (25): 74, serta komitmen yang terkandung dalam
QS. Al-Nisa: 21.%° Di sisi lain, penelitian yang ditulis oleh Juanda dan Sjanette
Eveline yang menyoroti konteks komunikasi dalam keluarga Kristen. Penelitian
mengkaji tentang suami istri yang sudah lama menikah, tapi mungkin belum pernah
belajar untuk saling mengungkapkan perasaan. Terkadang mereka kesulitan saat
harus mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung kepada pasangannya.
Fokus penelitian ini adalah menekankan pentingnya komunikasi agar pasangan
suami istri Kristen dapat memahami arti komunikasi yang baik, yang dapat
memperkuat keharmonisan keluarga. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di

dalam perkawinan, saling pengertian tidak berarti menghapus perbedaan,

14 Edison dan Yanto Paulus Hermanto, “Peran Komunikasi Efektif dalam Membangun
Hubungan Suami-Istri Guna Meningkatkan Pertumbuhan Spiritual,” Jurnal Teologi, VVol. 5:1 (Juni
2023), him. 66.

15 Mohamad Arthar, “Konsep Komunikasi dalam Pernikahan al-Qur’an,” The Journal of
Islamic Communication and Broadcasting, Vol. 1:2 (Februari 2022), him. 96.
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melainkan kemampuan untuk membicarakan perbedaan tersebut dan memahami
pandangan pasangan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hubungan perkawinan,
kedua belah pihak harus siap untuk belajar, meluangkan waktu untuk
mendengarkan, dan saling memberi maaf.®

Sementara dari perspektif hukum keluarga dan psikologi hukum, sejumlah
penelitian menganalisis komunikasi dalam konteks perceraian, terutama melalui
pertimbangan hakim terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Luthfi yang mengkaji tentang peran
komunikasi antara suami dan istri dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten
Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri
tidak berjalan dengan lancar akibat kurangnya keharmonisan dalam hubungan
keluarga. Salah satu penyebab ketidakharmonisan ini adalah kurangnya rasa saling
percaya antara suami dan istri, yang disebabkan oleh kurangnya kejujuran dan
keterbukaan di antara keduanya. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan konflik
dalam hubungan yang berpotensi berujung pada perceraian.!’ Selain itu, penelitian
yang ditulis oleh Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti yang berawal dari kecemasan
warga Desa Guwosari sebab tingginya angka perceraian. Salah satu upaya untuk
mengurangi kekhawatiran tersebut adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga
melalui penerapan komunikasi yang efektif. Peneliti melaksanakan kegiatan

pengabdian dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui

16 Juanda dan Sjanette Eveline, “Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana
Keharmonisan Keluarga,” Jurnal KERUSSO, Vol. 2:1 (Maret 2018), him 1-5.

17 Mohammad Luthfi, “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah
Perceraian di Ponorogo,” Jurnal of Communication, Vol. 2:1, (Juni 2017), him. 51.
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komunikasi yang efektif. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi,
permainan komunikasi efektif, serta refleksi diri. Hasil penelitian menyebutkan
bahwa seluruh peserta mengikuti kegiatan pengabdian dengan baik dan berhasil
memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang ketahanan
keluarga serta pentingnya komunikasi yang efektif.'® Di sisi lain, penelitian yang
ditulis oleh Muhammad Igbal Juliansyahzen, FEuis Nurlaclawati, dan
Oktoberrinsyah, memperluas pembahasan ini. Penelitian ini berawal dari
kecemasan terhadap banyaknya gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang berada
dalam komunitas Muslim di daerah Yogyakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa
alasan utama gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan adalah tidak adanya
kesalingan, adanya bias gender serta tidak semua pasangan sadar akan peran gender
di dalamnya, dan kegagalan pasangan dalam mengekspresikan diri kepada
pasangannya sehingga dapat memenuhi dasar hukum hakim dalam memaknai
alasan perceraian dengan ‘perselisihan yang berlarut’.°

Dalam konteks hukum positif, beberapa penelitian mengkaji secara rinci
putusan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan komunikasi buruk yang
dikategorikan ~ sebagai  perselisihan terus-menerus. Kajian dari Nadya
Nihayatunnufus Caroline dalam Jurnal Kajian [lmu Hukum dan Politik menemukan
bahwa faktor perselisihan yang berlangsung terus-menerus menjadi penyebab

dominan perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dengan banyaknya perkara

18 Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi
Efektif di Desa Guwosari Bantul,” Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4:1, (Mei 2023), him. 71.

1 Muhammad Igbal Juliansyahzen, Euis Nurlaelawati, dan Oktoberrinsyah, “Bargaining
Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-
Class Muslims in Yogyakarta”, Ahkam: Jurnal llmu Syariah, Vol. 24:1, (2024), him. 37.
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yang diputus secara verstek akibat ketidakhadiran tergugat.?’ Selain itu, dalam
Jurnal Yustisiabel yang ditulis oleh Firmansyah Fality, menelaah kasus serupa di
Pengadilan Agama Luwuk, di mana hakim menolak tuntutan natkah iddah karena
istri terbukti nusyuz, namun secara ex officio tetap menetapkan pemberian mut’ah
kepada istri sebagai bentuk keadilan moral karena suami juga bersalah.?
Penelitian lain di Pengadilan Agama Baturaja, yang ditulis oleh Nabilla Alya
Adelia, menunjukkan bahwa hakim kerap menjadikan alasan perselisihan terus-
menerus (Pasal 116 huruf f KHI) sebagai dasar utama, meskipun dalam kasus
tertentu juga terdapat bukti zina, perjudian, atau pelanggaran kewajiban suami yang
semestinya dapat memperkuat pertimbangan hukum.?? Studi dalam Jurnal Hukum
Sasana, yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri, menegaskan bahwa pelaksanaan
putusan verstek akibat ketidakhadiran tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum
acara perdata dan menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak penggugat.?®
Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Innovative, yang ditulis oleh Rendi Yusuf,
pada kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menekankan bagaimana bukti

surat dan keterangan saksi digunakan untuk membuktikan adanya pertengkaran

20 Nadya Nihayatunnufus Caroline, dkk, “Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn”, Jaksa: Jurnal Kajian
llmu Hukum dan Politik, Vol. 3:3, (2025), him. 65-67.

21 Firmansyah Fality, dkk, “Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat
Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk”, Jurnal Yustisiabel,
Vol. 8:2, (Oktober, 2024), him. 291-307.

22 Nabilla Alya Adelia, dkk, “Gugat Cerai Karena Perselisinan dan Pertengkaran Terus-
Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor
30/Pdt.G/2019/Pa.Bta), S.L.R., Vol. 1, No. 1, him. 135-144

2 Elfirda Ade Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus
Menerus”, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7:1, (2021), him. 163-181.
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yang terus-menerus hingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.2*

Dari keseluruhan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian
terdahulu dari sisi psikologi keluarga lebih menyoroti aspek komunikasi efektif dan
peran spiritualitas dalam memperkuat hubungan perkawinan, sedangkan dari sisi
hukum keluarga fokusnya adalah pada pertimbangan yuridis terhadap komunikasi
buruk sebagai alasan hukum perceraian. Namun, masih jarang penelitian yang
mengkaji secara eksplisit dinamika komunikasi buruk yang dijadikan dasar hakim
dalam menilai “perselisihan terus-menerus” serta bagaimana fenomena tersebut
dapat dianalisis secara interdisipliner melalui teori komunikasi interpersonal
DeVito dan teori penemuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
mengisi celah tersebut dengan menelaah pola komunikasi destruktif dalam
hubungan perkawinan yang berimplikasi pada putusan perceraian, serta
menawarkan pendekatan empatik dan rekonstruktif untuk menanggulanginya.

E. Kerangka Teori
1. Teori Komunikasi
Penelitian ini dianalisis menggunakan teori komunikasi Joseph A.

DeVito untuk menjelaskan bagaimana komunikasi buruk dapat merusak

hubungan perkawinan. Penulis akan menganalisis berbagai elemen

komunikasi yang berkaitan dengan teori ini, seperti pengaruh pesan yang

salah, komunikasi defensif, atau kurangnya keterbukaan.

24 Rendi Yusuf, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan
Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk),
Innovative, Vol. 1:2, (2021), 87-97.
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Menurut DeVito, komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai
interaksi yang berlangsung antara dua individu yang memiliki hubungan
jelas, keduanya terhubung dalam berbagai aspek.?®> Komunikasi interpersonal
misalnya seperti, suami dengan istri, ibu dengan anak, dan kakak dengan adik.
Tanpa adanya hubungan, maka komunikasi interpersonal ini tidak pernah ada.
Lawan dari komunikasi interpersonal biasa disebut dengan komunikasi
impersonal. Komunikasi impersonal terjadi antara orang-orang yang tidak
dikenal atau tidak memiliki hubungan jelas, cenderung tidak diperhatikan
karena tidak ada posisi khusus, sehingga informasinya bersifat basa basi atau
dangkal saja.?®

Komunikasi bertujuan untuk memberi atau menerima informasi,
mempelajari atau mengajari, menikmati, hiburan, dan mengikuti maupun
menolak perintah.?’” Ada empat pola komunikasi dalam perkawinan yang
diungkapkan oleh DeVito,?® di antaranya yakni:

a. Equality Pattern (komunikasi Persamaan)

Peran tiap individu dalam pola komunikasi ini bersifat sama, adil dan

seimbang, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Komunikasi

berlangsung secara transparan, jujur, dan langsung, tanpa ada pembagian

% Joseph A. Devito The Interpersonal Communication Book, (Boston: MA Pearson, 2007),
him. 11.

% Citra Angraini, Denny Hermawan Ritonga, Lina Kristina, Muhammad Syam dan Winda
Kustiawan, “Komunikasi Interpersonal,” Jurnal Multidisiplin, Vol. 1:3, (Juli 2022), him. 339.

27 Sendjaja, Teori Komunikasi, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 1996), him.
44,

28 Joseph A. Devito, The Interpersonal Communication Book, (Boston: MA Pearson, 2007),
him. 285.
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kekuasaan seperti yang biasa terjadi dalam hubungan sosial lainnya. Tidak
ada posisi pemimpin atau pengikut dalam pola ini, serta tidak ada pihak
yang mendominasi pendapat.

b. Balance Split Pattern (Komunikasi Seimbang Terpisah)

Keseimbangan hubungan tetap dipertahankan, namun tiap individu
memegang kendali sesuai bidang masing-masing. Meski memegang
kendali yang berbeda-beda, tiap individu tetap dihargai. Misalnya seperti
suami mencari nafkah dan istri menyiapkan makanan.

c. Unbalance Split Pattern (Komunikasi Tidak Seimbang Terpisah)

Unbalance Split Pattern, maksud pola ini adalah salah satu orang
mendominasi dan sering memegang kontrol. Salah satu pihak yang
mendominasi dianggap sebagai ahli dalam lebih dari separuh area
komunikasi timbal balik. Hal ini bisa disebabkan karena satu pihak
tersebut lebih berpengalaman, berpengetahuan dan lebih cerdas, namun
bisa juga terjadi karena memiliki penghasilan lebih besar atau lebih
menarik secara fisik. Satu pihak lain akan membiarkan pihak yang
mendominasi mengambil keputusan dan memenangkan tiap perdebatan.
Pihak yang mendominasi ini memberikan pernyataan tegas, memainkan
kekuasaan, serta jarang bertanya untuk meminta pendapat kecuali untuk
memenuhi kebutuhan egonya sendiri atau hanya untuk meyakinkan pihak
lain mengenai kehebatan argumennya.

d. Monopolly Pattern (Komunikasi Monopoli)
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Monopolly Pattern diartikan sebagai pemegang kekuasaan, sifatnya
tidak berkomunikasi namun memerintah. Pihak ini pemegang keputusan
akhir, karena tidak menerima umpan balik. Pola komunikasi ini jarang ada
perdebatan, sehingga saat terjadi konflik tiap individu tidak mengerti
bagaimana cara menemukan solusi yang baik.

Selain itu, Penelitian ini juga dianalisis menggunakan Conflict
Communication Theory untuk menjelaskan bagaimana konflik dalam
perkawinan terbentuk, diekspresikan, dan dikelola melalui proses
komunikasi. Teori ini berpandangan bahwa konflik bukan semata-mata akibat
perbedaan kepentingan, melainkan sering kali dipicu dan diperparah oleh pola
komunikasi yang tidak efektif, seperti kesalahpahaman pesan, komunikasi
defensif, dan kegagalan dalam mengelola emosi.

Dalam hubungan perkawinan, konflik merupakan fenomena yang tidak
terhindarkan karena adanya perbedaan latar belakang, nilai, dan ekspektasi
antara suami dan istri. Namun, konflik akan menjadi destruktif ketika
komunikasi yang digunakan bersifat menyerang, menghindar, atau menutup
diri, sehingga menghambat tercapainya pemahaman bersama. Menurut
perspektif Conflict Communication Theory, terdapat beberapa pola
komunikasi konflik yang umum terjadi dalam hubungan perkawinan, di
antaranya:

a. Avoiding (Menghindari Konflik)
Pola ini ditandai dengan kecenderungan salah satu atau kedua pihak

menghindari pembahasan konflik. Pasangan memilih diam, mengalihkan
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pembicaraan, atau menunda penyelesaian masalah. Meskipun tampak
meredakan ketegangan sementara, pola ini justru menyebabkan konflik
terpendam yang dapat muncul kembali dalam bentuk emosi negatif atau
pertengkaran yang lebih besar.?®

b. Accommodating (Mengalah)

Dalam pola ini, salah satu pihak cenderung mengalah dan
mengorbankan kepentingannya demi menjaga keharmonisan hubungan.
Pola ini sering muncul dalam relasi yang tidak seimbang, di mana satu
pihak memiliki posisi lebih dominan. Jika terjadi terus-menerus, pola
accommodating dapat menimbulkan perasaan tertekan, tidak dihargai, dan
ketidakpuasan dalam perkawinan.°

c. Competing (Mendominasi Konflik)

Competing ditandai dengan upaya memenangkan konflik melalui
dominasi, tekanan, atau penggunaan kekuasaan. Komunikasi dalam pola
ini bersifat agresif, defensif, dan minim empati. Dalam perkawinan, pola
competing sering kali memperburuk hubungan karena konflik dipandang
sebagai ajang menang—kalah, bukan sebagai proses mencari solusi

31

bersama.

d. Compromising (Berkompromi)

2 William Wilmot dan Joyce L. Hocker, Interpersonal Conflict, 9th ed. (New York:
McGraw-Hill Education, 2011), him. 6.

% 1bid, him. 7.

% 1bid, him. 9.
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Pola compromising muncul ketika kedua pihak bersedia mengalah
sebagian untuk mencapai titik tengah. Meskipun solusi yang dihasilkan
tidak sepenuhnya memuaskan, pola ini dapat meredakan konflik dan
menjaga hubungan tetap berjalan. Namun, tanpa komunikasi yang terbuka
dan jujur, kompromi berisiko menjadi solusi sementara.®2

e. Collaborating (Berkolaborasi)

Pola collaborating merupakan bentuk komunikasi konflik yang
paling konstruktif. Pasangan berupaya memahami kebutuhan masing-
masing dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola
ini ditandai dengan keterbukaan, empati, dan kesediaan mendengarkan,
sehingga konflik dapat menjadi sarana pertumbuhan dan penguatan
hubungan perkawinan.*

Melalui Conflict Communication Theory, konflik dalam perkawinan
dipahami sebagai proses komunikasi yang dapat bersifat destruktif maupun
konstruktif. Efektivitas komunikasi dalam mengelola konflik menentukan
apakah konflik tersebut akan merusak hubungan atau justru memperkuat
ikatan emosional antara suami dan istri. Dengan demikian, teori ini
melengkapi analisis komunikasi interpersonal DeVito dengan menekankan
peran strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik perkawinan.

2. Penemuan Hukum

32 Hidayat, A., & Putri, R. A. (2021). Konflik komunikasi dalam relasi perkawinan dan
upaya penyelesaiannya. Jurnal Komunikasi dan Media, 5(1), 33

% 1bid, 34.
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Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum untuk menjelaskan
bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukum ketika menghadapi
perkara perceraian yang didasarkan pada problem komunikasi. Teori ini
relevan karena UU Perkawinan maupun KHI tidak menyebutkan secara
eksplisit bahwa komunikasi buruk merupakan alasan perceraian. Dengan
demikian, hakim harus melakukan proses penafsiran, konkretisasi, dan
pengisian kekosongan hukum agar dinamika komunikasi yang bersifat
psikologis dan interpersonal dapat dikualifikasikan sebagai “perselisihan dan
pertengkaran terus menerus” sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf
(f) KHI.3

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan
proses yang tidak dapat dihindarkan dalam peradilan, sebab hakim tidak
sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran
hukum yang bersifat kreatif dan rasional untuk menyesuaikan norma yang
umum dengan fakta konkret dalam perkara.®® Proses tersebut menjadi
semakin penting ketika hakim berhadapan dengan fenomena sosial yang tidak
dijelaskan secara rinci dalam norma hukum tertulis, seperti konflik
komunikasi dalam rumah tangga yang sering kali tidak meninggalkan bukti

material atau bentuk pertengkaran fisik yang kasat mata.

34 Basar Dikuraisyin, “Reconstruction of Marriage Law: Judges’ Progressive Reasoning
Based on Maqasid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts,” Al-Manahij:
Jurnal Kajian Hukum Islam 18, no. 2 (2024), him. 233-252.

% Siti Musawwamah, “Konstruksi Fakta Sosial sebagai Fakta Hukum dalam Putusan
Hakim,” Al-Ahkam: Jurnal limu Syariah dan Hukum 31, no. 2 (2021), him. 197-214,
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Penemuan hukum muncul karena adanya kesenjangan antara teks
peraturan perundang-undangan dan kompleksitas realitas sosial. Dalam
perkara perceraian yang berakar pada masalah komunikasi, hakim
dihadapkan pada fakta-fakta yang bersifat verbal, emosional, dan psikologis.
Oleh karena itu, hakim perlu mengolah, menilai, dan menafsirkan fakta-fakta
tersebut agar sesuai dengan kategori hukum yang tersedia. Dalam praktik
Pengadilan Agama, proses ini terlihat melalui cara hakim mengklasifikasikan
pola komunikasi destruktif seperti sikap diam, penghindaran komunikasi,
dominasi verbal, atau ketidakmampuan berdialog sebagai bentuk perselisihan
yang berlangsung terus-menerus.

Untuk menjelaskan proses ini, teori penemuan hukum biasanya dibagi
menjadi beberapa bentuk utama, masing-masing dengan peran tertentu dalam
pembentukan dasar hukum putusan:®
a. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan langkah awal dalam penemuan
hukum, yaitu ketika hakim menafsirkan norma hukum untuk menentukan
ruang lingkup dan makna yang dapat diterapkan. Penafsiran dilakukan
melalui berbagai pendekatan, seperti penafsiran gramatikal untuk
memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis untuk

menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum, serta penafsiran

% Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 215-218.
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teleologis untuk menangkap tujuan dan rasio dari pembentukan norma
tersebut.
. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum dilakukan ketika norma hukum tidak mengatur
secara jelas atau lengkap suatu kondisi tertentu. Melalui konstruksi hukum,
hakim membangun hubungan logis antara norma yang bersifat umum dan
fakta konkret, sehingga norma tersebut tetap dapat diterapkan tanpa
melampaui batas peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum
memungkinkan pengembangan makna norma secara rasional dan
bertanggung jawab.
. Konkretitasi Norma

Konkretisasi norma merupakan proses memperhalus dan
mengoperasionalkan norma hukum agar sesuai dengan karakteristik
peristiwa hukum yang dihadapi. Melalui konkretisasi, norma yang bersifat
abstrak menjadi lebih spesifik dan aplikatif, sehingga dapat diterapkan
secara tepat dalam putusan hakim. Proses ini menegaskan bahwa norma
hukum memperoleh makna praktisnya bukan semata-mata dari teks
peraturan, melainkan dari penerapannya secara kontekstual terhadap fakta
konkret yang dinilai oleh hakim.
. Pertimbangan Kontekstual

Pertimbangan kontekstual menuntut hakim untuk membaca hukum
sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, sehingga penerapan norma

tidak terlepas dari nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan yang
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berkembang. Dalam kerangka ini, penemuan hukum tidak dipahami
semata-mata sebagai aktivitas logis-formal, melainkan sebagai proses
yang sensitif terhadap konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan
mempertimbangkan konteks tersebut, hakim diharapkan mampu
menghasilkan putusan yang tidak hanya konsisten dengan sistem hukum,
tetapi juga responsif terhadap tuntutan keadilan substantif dalam
masyarakat.’

Teori komunikasi antarpersonal Joseph A. DeVito bertujuan untuk
memahami dinamika interaksi dan pola komunikasi yang berkembang dalam
hubungan suami-istri, termasuk bagaimana kegagalan komunikasi dapat
memicu konflik berulang. Di sisi lain, teori penemuan hukum menyediakan
kerangka metodologis untuk menjelaskan bagaimana hakim menafsirkan,
membangun, dan mengkonkretkan norma-norma hukum ketika dihadapkan
pada fakta-fakta psikologis dan komunikasi antarpersonal. Dengan
menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian ini menjembatani analisis
sosiokomunikatif dengan analisis hukum, sehingga masalah komunikasi tidak
hanya dipahami sebagai fenomena sosial atau psikologis, tetapi juga sebagai
realitas hukum yang memperoleh maknanya melalui proses penalaran dan

pertimbangan oleh hakim dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

37 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 215.
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan
atau penelitian sosial dalam masyarakat yang telah ditentukan sebagai tempat
dari penelitian yang dilakukan.®® Studi lapangan (field research) merupakan
metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan data langsung dari
subjek penelitian, yang disebut informan atau responden, melalui wawancara
mendalam.®® Studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data empiris
secara langsung mengenai realitas sosial yang sedang berlangsung di
masyarakat pada waktu dan konteks tertentu.*® Penelitian akan dilaksanakan
dengan wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyaknya perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, di mana
problem komunikasi sering menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim.
Selain itu, karakter masyarakat Yogyakarta yang relatif heterogen
memunculkan dinamika relasi rumah tangga yang beragam dan relevan untuk
dikaji. Dari sisi metodologis, ketersediaan putusan dan akses wawancara
dengan hakim memungkinkan dilakukannya analisis kualitatif secara
mendalam, sehingga pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta dinilai tepat

untuk mendukung tujuan penelitian ini.

3 Abdul Mustagim, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis (Metode Penelitian
Living Quran Model Penelitian Kualitatif ) (Yogyakarta: TH Press, 2007), him. 71.

39 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 173.

40 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), him.
32
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang berorientasi pada
pengumpulan data dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam
kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami
fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi.*!
Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel serta
menjelaskan fenomena berdasarkan data yang telah didapatkan. Penelitian
kuantitatif bertujuan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi melalui
proses pengukuran yang sistematis dan terstruktur.*? Pendekatan kualitatif
digunakan, karena persoalan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga
bukanlah fenomena yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu
dipahami melalui makna, interpretasi, dan pengalaman subyektif para pihak.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan aspek yuridis
dengan aspek sosiologis dan psikologis, sehingga analisis yang dihasilkan
lebih komprehensif.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan hukum dalam

praktik, dengan menelaah bagaimana hakim di Pengadilan Agama

41 Miza Nina Adlini, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Edumaspul, Vol.
6:1 (2022), him. 974.

42 John W. Creswell, Reseacrh Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), him. 3.
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Yogyakarta menilai dan memutus perkara perceraian yang dipicu oleh
problem komunikasi. Pendekatan ini berupaya memahami hukum sebagai
gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma
tertulis, sehingga mampu menggambarkan dinamika interaksi antara para
pihak, kuasa hukum, dan hakim di persidangan.*?

Dalam konteks ini, penelitian juga memperhatikan dimensi psikologi
hukum keluarga, terutama dalam memahami bagaimana aspek komunikasi
dan relasi emosional suami istri berpengaruh terhadap munculnya
perselisihan yang kemudian menjadi dasar hukum perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui
pendekatan yuridis empiris ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan
hubungan antara problem komunikasi dalam rumah tangga, alasan hukum
perceraian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan
Agama Yogyakarta.

4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu objek atau subjek yang
diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian.** Pengumpulan data ini

dilakukan melalui metode wawancara mendalam yang disesuaikan dengan

4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 35.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), him. 137.
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tujuan penelitian. Data primer biasanya lebih spesifik dan relevan dengan
topik yang diteliti, karena langsung diperoleh dari individu atau objek yang
menjadi fokus utama penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer akan
didapatkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta tentang gugatan cerai dengan dalih buruknya komunikasi.
Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan wawancara dengan pihak
yang bercerai, karena pengalaman personal para pihak lebih bersifat
subjektif dan sensitif, serta berada di luar fokus penelitian yang
menekankan pada perspektif institusional dan penafsiran hukum oleh
aparat peradilan.
b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang
telah ada sebelumnya atau yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan
hasil pengumpulan langsung oleh peneliti.*> Sumber data sekunder yang
digunakan dalam penelitian in1 adalah berupa laporan penelitian,
publikasi, buku, artikel jurnal ilmiah, atau informasi yang diterbitkan oleh
organisasi atau lembaga. Beberapa data yang akan digunakan dalam
penelitian ini seperti buku The Interpersonal Communication Book karya
Joseph A. DeVito dan literatur yang berkaitan dengan teori penemuan
hukum Paul Scholten. Selain itu, ada beberapa putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta yang relevan dengan penelitian. Kemudian sebagai sumber

4 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa, (Solo: Cakra
Books Faried Ali & A. Gau Kadir. 2014), him. 113.
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data sekunder terlebih lagi kedudukannya sebagai legal standing, maka
digunakanlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
konsep gugatan cerai khususnya komunikasi yang buruk dan juga pola
komunikasi dalam pernikahan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara atau interview ini dilaksanakan dengan cara tanya jawab
secara langsung dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai
keterangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini,
wawancara akan dilakukan terutama kepada hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta sebagai pihak yang menangani perceraian. Pemilihan
informan dilakukan secara purvosive, yaitu berdasarkan pertimbangan
bahwa mereka memiliki kompetensi, pengalaman, dan informasi, yang
dibutuhkan untuk menjelaskan dinamika komunikasi dalam perkara
perceraian. Meskipun jumlah informan terbatas, hakim yang
diwawancarai diposisikan sebagai sumber data utama yang representatif
karena keterlibatannya secara langsung dalam proses pemeriksaan dan
penilaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan
demikian, setiap informan diposisikan sebagai sumber data penting bagi
penelitian ini.

b. Dokumentasi
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Dokumentasi merupakan sumber data berisi informasi yang berguna
untuk penelitian.*® Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari
laporan-laporan yang telah tersedia dan bersumber dari publikasi-
publikasi tentang topik yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti
karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, atau laporan-
laporan. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan
data berupa dokumen atau berkas persidangan yakni Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan alasan perselisihan secara terus
menerus. Selain itu, data dalam penelitian ini juga merujuk pada
dokumentasi, yang mana penulis akan mengumpulkan tulisan-tulisan dari
berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-
undangan, disertasi, tesis, dan literatur lainnya yang relevan dengan fokus
penelitian ini. Dokumentasi juga dapat berupa catatan-catatan, rekaman
dan foto sebagai pendukung dari data yang sudah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan teknik observasi
karena objek kajian berfokus pada pertimbangan hukum dan konstruksi
yuridis hakim terhadap problem komunikasi dalam perkara perceraian,
yang tidak dapat diamati secara langsung melalui perilaku di ruang
persidangan. Selain itu, proses perceraian, khususnya yang berkaitan
dengan dinamika komunikasi rumah tangga, merupakan ruang privat para

pithak yang menyangkut pengalaman personal dan relasi emosional,

4 Muh Fitrah, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus),
(Jawa Barat: CV Jejak, 2017), him. 74.
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sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi secara langsung.
Oleh karena itu, teknik wawancara dan dokumentasi dipandang lebih
relevan dan memadai untuk menggali data sesuai dengan tujuan penelitian
ini.
6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.
Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan
objek apa adanya.*’ Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan
untuk mengolah dan menyajikan data secara sistematis, dengan tujuan
menggambarkan atau menjelaskan data sebagaimana adanya, sesuai dengan
kondisi dan karakteristik yang ditemukan di lapangan atau dari sumber
kajian.*®
Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan dinamika
problem komunikasi dalam rumah tangga, dampaknya terhadap
keberlangsungan hubungan perkawinan, serta bagaimana hal tersebut
dipahami dan ditafsirkan oleh hakim sebagai alasan perceraian. Analisis
dilakukan menggunakan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito
untuk memahami pola interaksi dan kegagalan komunikasi antar pasangan,
yang selanjutnya dihubungkan dengan teori penemuan hukum sebagai
kerangka untuk menjelaskan proses penafsiran, konstruksi, dan konkretisasi

norma oleh hakim. Melalui pendekatan ini, analisis diarahkan untuk menilai

47 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), him. 82.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him 21.
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bagaimana problem komunikasi dikualifikasikan sebagai alasan hukum
“perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana diatur dalam
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena komunikasi buruk
sebagai realitas sosial dan psikologis, tetapi juga menelaah implikasi
hukumnya dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta serta

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan mengulas dibalik payung komunikasi buruk, yang
seringkali dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dan
pengaruh komunikasi terhadap kelangsungan hubungan perkawinan secara
menyeluruh dan terstruktur. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai seluruh topik yang dibahas, penelitian akan disusun dengan cara yang
terstruktur dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi
menjadi lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama memuat uraian awal penelitian yang menjadi pijakan
konseptual dan metodologis. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang
menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan
dan kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, telaah pustaka
terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik yang
digunakan dalam analisis, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika

pembahasan sebagai gambaran alur penulisan tesis secara keseluruhan.
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Bab Kedua membahas landasan normatif dan yuridis perceraian dalam
hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Bab ini diawali dengan
pembahasan perceraian dalam perspektif fikih klasik, kemudian dilanjutkan
dengan pengaturan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup alasan-alasan perceraian serta
mekanisme perceraian. Pada bagian akhir, dibahas doktrin broken marriage
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar konseptual bagi hakim
dalam menilai keretakan rumah tangga yang bersifat substansial dan
berkelanjutan.

Bab Ketiga menguraikan gambaran empiris objek penelitian di
Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data
statistik dan alasan perceraian, baik secara umum maupun secara khusus terkait
perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus
sebagai fenomena problem komunikasi. Selanjutnya, dibahas deskripsi perkara
perceraian dengan problem komunikasi yang mencakup kategorisasi perceraian,
baik cerai talak maupun cerai gugat, serta sikap hukum hakim dalam
penyelesaian perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh kegagalan
komunikasi dalam rumah tangga.

Bab Keempat pada bagian awal menguraikan pembahasan komunikasi
sebagai pemicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam perkawinan.
Selanjutnya, dianalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara perceraian dengan problem komunikasi, yang ditinjau dari perspektif Al-

Qur’an dan Hadis, fikih, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
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Kompilasi Hukum Islam. Pada bagian akhir, dibahas relevansi problem
komunikasi dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus melalui
penafsiran hakim terhadap doktrin broken marriage dalam praktik peradilan
agama.

Bab Kelima menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan,
menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan saran yang relevan
berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan digunakan untuk menyimpulkan
secara keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran
merupakan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk

penelitian di masa mendatang



BAB YV

PENUTUP
Bab kelima atau bab terakhir berfungsi sebagai penutup, yang menyajikan
kesimpulan dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab kedua rumusan masalah
yang telah dikemukakan pada bab pertama. Selain itu, bab ini memuat saran yang
terbagi menjadi dua bagian: saran akademik, yang ditujukan untuk memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, dan

saran non-akademik, yang ditujukan bagi masyarakat luas.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problem komunikasi
dan dampaknya terhadap fenomena praktik perceraian di Pengadilan Agama
Yogyakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem komunikasi antara suami dan istri merupakan faktor dominan yang
melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta,
meskipun secara normatif tidak disebutkan sebagai alasan hukum perceraian
yang berdiri sendiri. Dalam praktik persidangan, kegagalan komunikasi
hampir selalu termanifestasi dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Pola komunikasi yang tidak efektif seperti
kurangnya keterbukaan, dominasi salah satu pihak, komunikasi agresif, sikap
diam berkepanjangan, dan kegagalan menyelesaikan konflik membentuk
siklus konflik berulang yang pada akhirnya menghancurkan keharmonisan

rumah tangga.
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2. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai dan menafsirkan problem
komunikasi melalui proses penemuan hukum yang mencakup interpretasi,
konstruksi, dan konkretisasi norma. Karena komunikasi buruk bersifat
psikologis dan tidak selalu meninggalkan bukti material, hakim
mengandalkan pemeriksaan keterangan para pihak, konsistensi narasi, sikap
di persidangan, serta sejarah konflik rumah tangga. Melalui proses tersebut,
hakim mengkualifikasikan kegagalan komunikasi sebagai bentuk
perselisihan yang bersifat terus-menerus dan menutup kemungkinan rukun
kembali, sehingga memenuhi unsur hukum untuk dikabulkannya perceraian.
Teori komunikasi interpersonal erbukti relevan dalam menjelaskan dinamika
keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penurunan unsur
keterbukaan, empati, kesetaraan, dan dukungan dalam komunikasi suami istri
mendorong hubungan memasuki fase disfungsi yang sulit diperbaiki.
Integrasi teori komunikasi dengan teori penemuan hukum memperlihatkan
bahwa perceraian tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses
akumulatif akibat degradasi kualitas komunikasi yang kemudian memperoleh

makna hukumnya melalui pertimbangan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam
pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait alasan

perceraian dan penafsiran hakim terhadap perselisihan dan pertengkaran
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secara terus-menerus. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya
mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan
perspektif hukum, komunikasi, dan psikologi keluarga guna memperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perceraian.

. Secara praktis, disarankan agar Pengadilan Agama, khususnya para hakim,
terus memperkuat pertimbangan hukum yang bersifat substantif dengan
memperhatikan aspek komunikasi dan relasi suami istri dalam memeriksa
perkara perceraian. Pemahaman yang mendalam terhadap pola komunikasi
rumah tangga diharapkan dapat membantu hakim dalam menilai tingkat
keretakan hubungan perkawinan secara lebih adil dan proporsional. Selain
itu, lembaga mediasi dan konseling perkawinan di lingkungan peradilan
agama perlu mengoptimalkan perannya dalam upaya pencegahan perceraian
dengan menekankan perbaikan komunikasi interpersonal antara suami dan
istri. Pendekatan mediasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian
sengketa hukum, tetapi juga pada pemulihan kualitas komunikasi, diharapkan
mampu menekan terjadinya perselisihan berkepanjangan yang berujung pada

perceraian.
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